ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap
Tersebarnya Konten Pornografi Dalam Bot Anonymous Pada Aplikasi Telegram”
ini ditulis oleh Linda Putri Yasifatun, NIM 1860103222126, Program Studi Hukum
Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan [lmu Hukum, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2026, dibimbing oleh Dr. H. M. Darin
Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum.
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Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah
melahirkan berbagai platform media sosial, salah satunya aplikasi Telegram dengan
fitur bot anonymous. Fitur ini memungkinkan pengguna berinteraksi secara anonim
tanpa mengetahui identitas masing-masing, sehingga membuka peluang bagi
penyalahgunaan termasuk penyebaran konten pornografi. Fenomena ini
menimbulkan keresahan sosial sekaligus tantangan hukum yang serius mengingat
sifat anonimitas mempersulit identifikasi pelaku oleh aparat penegak hukum. Selain
itu penyebaran pornografi melalui media digital berdampak negatif bagi
masyarakat, khususnya remaja, mulai dari kecanduan, gangguan emosional, hingga
perilaku seksual beresiko.

Rumusan  masalah  penelitian ini  yaitu: (1) Bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya konten pornografi melalui bot
anonymous pada aplikasi Telegram ditinjau dari hukum positif Indonesia? (2)
Bagaimanakah penyebaran konten pornografi melalui bot anonymous dalam
perspektif hukum Islam? Adapun metode penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Serta menggunakan
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah dan karya akademis yang
relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hukum positif Indonesia,
meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara normatif telah
mencakup perbuatan penyebaran pornografi melalui bot anonymous. Frasa “setiap
orang” dalam ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa anonimitas tidak
menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Penerapan asas lex
specialis derogate legi generali menempatkan UU Pornografi dan UU ITE sebagai
dasar penuntutan utama, sementara KUHP berperan sebagai pelengkap. Namun,
ketiga regulasi masih menghadapi hambatan, yaitu belum adanya ketentuan yang
secara spesifik menjangkau sistem komunikasi anonim serta kendala koordinasi
lintas negara dengan platform Telegram yang berdomisili di luar Indonesia.
Pertanggungjawaban pidana atas tersebarnya konten pornografi melalui bot
anonymous tetap bertumpu pada prinsip fault liability karena ketiga regulasi tidak
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mengatur strict liability secara eksplisit, sehingga anonimitas tidak menghapus
pertanggungjawaban pelaku.

(2) Dari perspektif hukum Islam, penyebaran konten pornografi melalui bot
anonymous merupakan perbuatan haram yang termasuk kategori fahsya
berdasarkan QS. An-Nur ayat 19, sekaligus dikategorikan sebagai perbuatan
mendekati zina (qurb al-zina) yang dilarang dalam QS. Al-Isra’ ayat 32. Perbuatan
ini bertentangan dengan magqgashid al-syariah dalam lima aspek: Hifz al-din
(menjaga agama), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), Aifz
al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-mal (menjaga harta).
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ABSTRACT

The thesis entitled “Analysis of Positive Law and Islamic Law the Distribution of
Pornographic Content in Anonymous Bots on the Telegram Application” was
written by Linda Putri Yasifatun, Nim 1860103222126, Constitutional Law Study
Program (HTN), Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic
University of Tulungagung, 2026 supervised by Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin,
S.H., M.Hum.
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Advances in information and communication technology in the digital era
have given rise to various social media platforms, one of which is the Telegram app
with its anonymous bot feature. This feature allows users to interact anonymously
without knowing each other’s identities, opening up opportunities for abuse,
including the distribution of pornographic content. This phenomenon has caused
social unrest and serious legal challenges, as the anonymity makes it difficult for
law enforcement to identify perpetratos. Furthermore, the spread of pornography
through digital media has negative impacts on society, particularly adolescents,
ranging from addiction, emotional disturbances, to risky sexual behavior.

The formulation of the research problem is: (1) How is the criminal
responsibility for the spread of pornographic content through anonymous bots on
the Telegram application viewed from the perspective of Indonesian positive law?
(2) How 1is the spread of pornographic content through anonymous bots from an
Islamic legal perspective? The research method uses a normative juridical method
with a statutory approach. It also uses primary legal materials in the form of
applicable laws and regulations and secondary legal materials in the form of
literature, scientific journals and relevant academic works.

The results of this study indicate that: (1) Indonesian positive law, including
Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 11 of 2008
concerning Electronic Information and Transactions (ITE), and Law Number 1 of
2023 concerning the Criminal Code, normatively covers the act of spreading
pornography through anonymous bots. The phrase "every person" in all three
regulations emphasizes that anonymity does not eliminate the unlawful nature of
the act. The application of the principle of lex specialis derogate legi generali places
the Pornography Law and the ITE Law as the primary basis for prosecution, while
the Criminal Code plays a complementary role. However, all three regulations still
face obstacles, namely the lack of provisions specifically covering anonymous
communication systems and obstacles to cross-border coordination with the
Telegram platform domiciled outside Indonesia. Criminal liability for the spread of
pornographic content through anonymous bots remains based on the principle of
fault liability because the three regulations do not explicitly regulate strict liability,
so anonymity does not eliminate the perpetrator's responsibility.

(2) From an Islamic legal perspective, the distribution of pornographic
content through anonymous bots is a forbidden act that falls into the category of

XiX



fahsya based on QS. An-Nur verse 19, and is also categorized as an act close to
adultery (qurb al-Zina) which is prohibited in QS. Al-Isra’ verse 32. This act is
contrary to the maqashid al-syariah in five aspects: Hifz al-din (Protecting religion),
hifz al-aql (protecting reason), hifz al-nasl (protecting offspring), hifz al-nafs
(protecting the soul), and hifz al-mal (protecting wealth).
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